
GUBERNURJAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR I39 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UMT DAN TATA KER.IA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERIIiITAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNURJAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata ketja
Eladal Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincial Trrgas Unit dan Tata
Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2O22 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat, serta ketentuan peraturan perundalg-undangan, perlu
dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubemur
sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan S€bagaimena dimaksud
dalem huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang T\..rga.s Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit
dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Bara!

l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 lsntang Pembentukan
Propinsi Dja$,a Barat fBerita Negara Republik lndonesia
targgal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahal
Lembara:r Negara Republik lndonesia Nomor l5) sebaeaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undalg
Nomor 29 Tahun 2007 t€ntang Pemerintahan Provinsi Daera}
Ktrusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan trmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47214) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor la2,
Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2. Undalg-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang-Aparatur Sipil
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 6, Tambaban lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

//-
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
tera-khir dengal Peratura:r Pemerintah Pengganti Undalg-
Undang Nomor I Tahwt 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahut 2O22 Nomor 4, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daera1 fembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741) sebagsirnana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O 19 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jauia Ba-rat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan trmbaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 192), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Prcvinsi Jawa Elarat Nomor 6 Tahun 2016 t€ntang
Pembentukan dan Susunan Peran€kat Daerah Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9
Nomor 1O, Tambahan tcmbaran Daerah Pmvinsi Jawa Barat
Nomor 239);

6. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 22 Tahtn 2O22
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Pmvinsi
Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,
RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KER"'A BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalem Peratuxan Gubernul ini, yAng dimeksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebaga.i unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang 6smimpin
pelal<sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
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3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Badan adalah Badan Pengembanga.n Sumber Daya Manusia
Pemerintal Daerah Provin si.

5. Kepala Badan adalah Kepala 32641 Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pemerintah Daera-tr Provinsi.

6. Selretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Pmvinsi.

7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara selaljutnya disingkat ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
p€danjian kerja Pemerintah Dearah Provinsi.

10. Pegs.wai Negeri Sipil yang selqnjutnya disingkat PNS adalah
PNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

11. Pimpinan Daerah adalah Bupati/Wali Kota, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Cemlrt, Lurah,
Kepala Desa dan pimpinan daerah lainnya yang tergabung
dalam fep6 komunikasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
yang menangani urusan pemerintahan daerah.

12. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah tatalan
keterkaitan komponen kerangka ftsa'lifikasi ap6stur, standar
Kompetensi kerja, perangkat pembelajaran darr sertifikasi
Kompetensi serta pengembangan Kompeten3i dalam 1219[2
membalgun kapasitas dal kapabilitas sumber daya manusia
serta meningkatkan pmfesionalisme sumber daya manusia
untuk menghadirkan kinerja optimal yang mendorong
tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

13. Kompete nsi adalai Pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan delam nglaksanalkan tugas jabatannya.

14. Pengembangal Kompetfnsi adalah upaya pemenuhan
kebutuhan Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi
Jabatan dal rencana pengembangan karieryang meliputi
penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan
Kompetensi, pelqksanaal pengembangan Kompetensi dan
evaluasi pengembangan Kompetensi.

15. Kompetensi Pemerintahal adalah Pengetahuan,
keterampilarr, dan sikeJr/ perilaku seorang PNS yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan
pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di Pemerintahal
Daerah secara profe ssional.

16. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perila-ku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifk berkaital dengan bidang teknis
Jabatan.

l7.Kompetensi Malajerial adalah pengetahual, keterampilan,
dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkal untuk memirnpin dan/atau mengelola unit
organisasi.

/
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18. Kompetensi Sosiokultural adalah pengetahuan, keterampil,an,
dan sikap/perilaku yang dapat rliarneti, diukur, dan
dikembanekan terkait dengan pengalaman berinteraksi
dengan rnasyarakat majemuk dalam hal ^gllna, suku dan
budaya, perilaku, wasrasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap
pemegang jabata! untuk memperoleh hasil kerja se suai
dengan peran, fungsi dan Jabatal.

19. Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang berkaitan lalgsung
dengan tugas fungsi dalem jabatan.

2O. Kompetensi Teknis Umum adalah Kompetensi dasar yang
wajib rlirniliki oleh setiap jabatan dalam metraksanakan tugas
dan fungsinya.

2 l. Kompetensi Pilihan adalai Kompetensi yang diperlukan
untuk menambah Kompetensi pegawai dalam melaksanakan
suatu fungsi peke{aan lainnya.

22. Penyusunan kebutuhal dan rencana pengembangan
Kompetensi adalah inventarisasi, verilikasi dan validasi nama
dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan, jabatan
yalg akan rlikembangkan, dan jenis Kompetensi yeng perlu
dikembangkan.

23. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat
Kompetensi kepada PNS yang dilakukan secara sistematis dal
obyektif melalui uji Kompetensi berbasis pengurnpulan bulrti
untuk menentukan seorang PNS kompeten atau belum
kompeten pada jenja-ng serdfikasi dan atau kualifikasi
tertentu.

24.1*mte,ga Sertiftkasi Penyelenggara Pemerintahan Ds.lem
Negeri di Pmvinsi yang selanjutnya disingkat LSP-PDN
Provinsi adalah lembaga pelaksala uji Kompetensi dan
sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan
uji Kompetensi darr Sertifikasi Kompetensi bagi PNS di
lingkungaa Pemerintah Daerah provinsi dal Pemerintah
Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya.

25.Uji Kompetensi adalah proses pengujial dan penilaian untuk
menentukan penguasaan Kompetensi yang disyaratkan
berdasarkan skema pengujian .

26. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan uji Kompet€nsi sesuai
dengan materi dan metoda uji Kompetensi yang akan
dileksalakal

27. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang mgmiliki
Kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melalukan
dan/atau menilai Kompetensi sesuai dengan Komp€tensi yang
diujikan.

28. Penceramah merupakan pejabat negara, praktisi dan
aparatur sipil negara/TNl/Folri yang menduduki jabatan
setara dengan pendidikan yang rliampunya da1 mgmiliki
keahlial dan kepalaral pada bidang tertentu.

29.Perrgajar adalah orang yang memberikan informasi dan
pengetahuan kepada peserta yang terdiri dari pengampu
materi (widyaiswara, PNS Lainnya dan pralrtisi/ahli), penCuji,
pembimbing (aach darr mentor) dan konselor.

/
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30. Pendirlikaq adalal bentuk pengembangan Kompetensi untuk
meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui
pendidikan tinggi formal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang yang mengatur mengenai tugas belaja,r
bagi PNS.

31. Corporate UniLersitg yarrg selanjutnya disebut CORPU adalah
entitas Pendidikan yang berperan sebagai sarana strategis
untuk mendukung organisasi induknya dalarn mqnsspai
misinya dengan menyelenFgarakal kegratsn yan* -.ndorong
pengembangan pengetahuan, kearifan, serta pembel,ajaran
individu dan orgaisasi.

32. Pelatihan ada-la-h bentuk pengembangan Kompetensi berupa
kursus-

33. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah
dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan,
sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran
yang terdiri dari kebijakan, program dal kegiatan.

34. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen per€ncanaan untuk periode I (satu) tahun, yalg
memuat kebijakan, program, dan kegiatal pembangunan
baik yalg dilaksana.kan langsung oleh Pemerintah Daerah
Provinsi rurupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

35.Inrlikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU
adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.

36. Rencana Kinerja Tahunan yalg selanjutnya disingkat RKT
adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkal dqlqm lgn6arra
stratejik yang akan .lileksanakan mela,lui berbagai kegralql
tahunan.

37. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
progam dan kegiatan Badan yang merupekan penjabaran
dari Rencana Keq'a Pemerintah Daerah dan Renja ELadan
de'lprn | (satu) tahun anggaran serta anggaran yang
diperlukan rntuk melaksana-kannya.

38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutrrya disingkat
DPA adalah dokumen memuat a-Iokasi anggaran ya-ng
disediakao kepa.da pengguna anggaran yalg bersumber dari
Angga-ran Pendapa.tan dan Belanja Daerah.

39. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yalg selaljutnya
disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran
yang disediBkan kepada pengguna anggaran yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

40. Perjanjial Kinerja yang selaljutnya disingkat PK adalah suatu
dokumen pernyataan kine{a/kesepakatan kinerja/
perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan ultuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
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(1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggaral<an fungsi
penunjang urusan pemerintahal bidang pendidikan dan
pelatihal, meliputi serdfikasi Kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan, pengembangan Kompetensi Teknis inti,
pengembangan kompentensi teknis umum serta
pengembangan Kompetensi malajerial, yang menjadi
kewenangan Daeral Provinsi.

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok ssfoqgnimana
dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan telnis bidang
pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi;

b. penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang menjadi
kewenangal Daerah Provinsi;

4l. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutrlya
disinglat LKIP adalal laporan kine{a tahunan yang berisi
pertanggungiawaban kineia suatu instansi dalarn Dlsncapai
tujuan atau sasaran strategis instansi.

42.I.apran Keterangan Pertanggungiawaban yang selanjutnya
disingkat LKPJ ada-lah adalah laporal yang berupa. informasi
penyelenggaraan pemerintahal daerah selema I {satu) tahun
anggaran atau akhir mrsa jabatan yang disampaikan oleh
Gubernur kepa.da Dewal Perwakilan Ra$at Daerah.

43.l,aporal Penyelenggaraa-n Pemerintalan Daerah yarLg
selanjutnya disingkat LPPD adalal laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi sslama I
(satu) ta.hun arrggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang disampa.ikan oleh Gubernur
kepada Pemerintah Pusat.

44. Reformasi Birokrasi yang sel"niutnya disingkat RB adalah
upaya untuk meliakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraal pemerintahan.

45. Laporan Harta Kekayaal Penyelenggara Negara yang
diselanjutnya disingkat LHKPN adalah l,aporan dalem bentuk
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen
elekronik tentang uraian dan rinciaa informasi mengenai
Harta Kekayasn, data pribadi, penerimaan, pengeluaral, dan
data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

46.l,aporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya
disinekat LHKAN 6dalah lspqrar ya:rg harus disempaikan
setiap aparatur negara, baik berupa. LHKPN maupun surat
pemberitahuan tahunan.

BAB II
TUGAS POKOK, FI.rNGSI, RINCI,ANTUGAS UNIT

DAN TATA KER.IA

Bagian lcsatu
Badan

Pasa-l 2

fr
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c. penyelenggaraan administrasi Badan;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporaa Ehdan; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tuga.s pokok
dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepafa Badan

Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin,
mengoordinasikan, membina, mengendeliken, memfasilitasi
dan menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendidikan
dan pelatihan yang menjadi kewenangal Daerah Provinsi.

(21 Dalerrl menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan
pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
6sr 6smimFin pelaksanaan fungsi penunj,rng urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

c. penyelenggaraa:r koordinasi manajemen CORPU;

d. penyelenggaraan ad ministrasi;

e. monitoring evaluasi, dan pelaporan; dan

f. penyel,enggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Badan:

s. p6mimpin dan mengenrlslikan peleksanaan tugas pokok
dan fungsi Badan;

b. menyelenggarakal perumusan dan penetapa.n program
ke{a Badan;

c. menyelenggara-kal perumusan kebijakan teknis bidang
pendidikan dan pel,atihan ;

d. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerint-harr bidang pendidikan dan pelatihan meliputi
sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembagaan,
pengembangan Kompet€nsi Teknis Inti, pengembangan
Kompetensi Teknis umum, dan pengembangan
Kompetensi malajerial;

e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan
pengendalian telmis bidang pendidikan dan pelatihan;

f. menyelenggara-kan koordinasi manajemen CORPU;

g. menyelenggarakan fasilitasi pendidikqn dan pelatihan;

h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksaaaa:e fungsi penunjang urusan pe merintahan
bidang pendidikan dan pelatihan;
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i. menyelenggarakal kerja sama dalam bidang pendidikan
dan pelatihan dengan instansi pemerinta,h, swasta dan
lembaga terkait lainnya dqlqrn dan luar negeri;

j. menyelenggaraan pembinaan adminisfasi dan
pengadministrasian;

k. menyelenggarakan pembinaal Jabatan Fungsional bidang
pendidikan dan pelatihaq

l. menyelenggarakan telaalan staf sebagar bahan
pertimbangan pengambilan kebija-kan;

m. menyelenggarakan perumusan ballan Renstra, Renja,
IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD,
manajemen risiko, penilaian reformasi bimkrasi, LHKAN
lingkup Badan;

n. menyelenggarakan perumusan dan pelaksansal sls1s6
pengendalian internal pemerintahan;

o. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
p. menyelenggarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaa

lingkup Badan;

q. menyelenggarakan perumusan dan penyempaian saran
pertimbangan pelaksanaan fungsi penunjalg pendidikan
dan pelatihal sebaCai baban penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi;

r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

}lagiAn KetigF

Sehetariat
Pasal 4

(1) Seketariat mempunyai tuggs pokok menyelenggarakan
administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan,
keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan
ketatausahaan, serta membantu Kepala Badan
mengoordinasikan Bidang.

(2) Dqlern menyelenggarakal tugas pokok sebagaimala
dimaksqd pada ayat (1), Sehetariat rnempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan darr

pengkajian bahan keb{iakan teknis bidang perencaraan
dal pelaporan, keuangan dan aset, kepega.waian, um 'r'r,
kehumesan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh
bidang-bidang, serta membantu IGpala Badan
mengoordinasikan Bidang;

b. penyelenggaraan perencanaan dal pel,aporan,
pengadministrasial keuangan dan aset serta
kepegawaial, umum kehumasan, dan ketatausahaan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pel,aporan Badan; dal
d. penyelenggaraan fungsi lain s€suai dengan tugas pokok

dan fungsinya.
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[3) Rincian tuga.s Seknetariat:

a. melakukan pengkajian bahan prog'am kerja Sekretariat
dan Badan;

b. melakukan kmrdinasi, penekajian dan penghimpunan
bahan kebiiakan teknis bidalg perencanaan dan
pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum,
kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh
Bidang;

c. menyusun perencaruran dan pelaporan;

d. 6slaksanaken pelayanan administlasi keuangan dan
aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan
sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta
pelaporan pengelolaan aset lingkup Badan;

e. pglek5qlakan pelayanan administrasi umum, meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasal, pengelol,aan dal pelayanan
sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaal
perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;

f. menye lenggarakal pelayanan adminisftasi kepegawaian
meliputi pengusulal formasi, mutasi, pengembangan
karir dan Kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan
pegawai serta pensiun pegawai lingkup Badan;

g. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah, permohonan
penetapan penggruuum, usulan pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan
barang rnilik daerah lingkup Badan;

h. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan,
pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi,
pelaporan, pembinaaa, penga.wasan, dan pengendalian
barang milik d6srah lingkup Badan;

i. menyelenggaraka:r pengumpulan dan pengkajian bahan
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;

j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan balmn
rancangan serta pendokumentasial peraturan
perundaag-undangan lingkup Badal;

k. mengkdi dan men5rusun bahan Renstra, Renja, RKT, RKA,
IKU, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko,
penilaian reformasi bimkrasi, dan LHKAN lingkup Badan;

l. meleksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan
dokumen anggararn;

m. menyelenggarakal fasilitasi pelayanan informasi publik;
n. menyelenggarakan perumusan bahal sistem

pengende lie n internal pemerintahan;

6. 6slaks6lnkan koordinasi dan penyusunan bahan tindak
lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;

p. mel,aksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
flengambita n kebijakan;

h
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q. memmuskan dan menyampaikan bahan saftrn
pertimbalgan mengenai bidang kepegawaian dan tata
usaha sebagai bahan penetapan kebija-kan Pemerintah
Daerah Pmvinsi;

r. menyelenggarakan dan mengendalikan pel,aksan2An tugas
pokok dan fungsi Sekretaria!

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Sekretariat darr Badan; den

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(4) Selrretariat membawa}kan Subbagial Tata Usala.

Elagial Keempat

Subbegren Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
meLaksanakan petrayanan administrasi ketatausa}raarl,
meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum,
perpustakaan dan kearsipal lingkup Badan.

(21 Delan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaks raan koordinasi, penghimpunan, dan penyusunan
bahan kebirjakal teknis dal ketatausahaan lingkup
Badaru

b. pengelolaan tata usaha;

c. peleksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Subbagian Tata Usaha; dan

d. pela.ksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata
Usaha;

b. mela-ksanakan koordinasi dan menghimpun bahan
ketatau sa}raan lingkup Badan;

c. melaksana-kal pelayanan administrasi keuangan,
meliputi penganggara:r, penatausalEan, serta pengelol,aan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;

d. melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan
dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan
barang/aset, keprotokolal serta pengelolaan
perpustakqan dan kearsipan lingkup Badan;

e. melaksannkan koordinasi penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
linglup Badan;

f. 66lak56nakarr pengadaan barang milik daerah,
pemberian persetujuan atas surat permintaan barang dan
menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk
mendistribusikan trarang rnilik daerah;

t
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g. melaksanakan penyiapan usul,an rencana kebutuhal dan
penganggaran, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan, dan penghapusan barang rnilik daerah
lingkup Badan;

h. melaksamekan penelitjan usulan permohonan penetapan
penggunaar, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan,
kartu inventaris mangan, serta perubahan kondisi fisik
barang rnilik daerah lingkup Badan;

i. melaksanpkan koordinasi penyusunan bahan pelaporan
anggaran bulanan, triwulalan, semesteran, dan tahunan
lingkup Badan;

j. mela-ksanakal pengelolaan sistem akuntansi;
k. melaksanakan pelayalan perbendaharaan serta

penyusunan neraca aset;

l. mela-ksanalal verifkasi dan pertanggungjawaban
keuangan dan aset;

m. meleksanakar koordinasi da:e pembinaal administrasi
keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang milik
daerah Elada:r;

n. melaksanaken telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

o. menyusun bahan tindak tanjut Laporan hasil pemeriksaan
lingkup Subbagian Tata Usaha;

p. menl rsun bahan saran pertimbangan mengenai bidang
tata usala sebagai bahan penetapan kebirjakan;

q. mengendelikrrr tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata
[Jsa ha;

r. mel,al<sanakan monitorin& evaluasi, dan pelaporan
Subbagian Tata Usala; dan

s, melaksanek n tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Fqgien l(glirna

Bidang Sertifikasi Kompetensi .ten Pengelolaan Kelembagaan

Pasal 6

(1) Bidarg Sertifikasi Kompetensi dan PengeloLaan Kelembagaan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang
bidang pendidikal dan pelatihan aspek sertifikasi Kompetensi
dan pengelolaan kelembagaan, meliputi sertifikasi
Kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga
pengembangan Kompetensi, serta pengelolaan sumber belajar
dan kerja sarna.

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Sertifikasi Kompetensi dan
Pengelol,aan Kelembaga.an mempunyai fulgsi:
a. penyelenggaraal penekajian bahan kebiiakan teknis

Bidang Sertifikasi Kompetensi dal Pengelolaan
Kelembaga.an;

rt
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b. penyelenggaraal Sertifikasi Kompetensi Pengelotraan
Kelembagaal dan tenaga pengembangan Kompetensi, dan
pell.ksanaan pengelolaan sumber belajar dan kerja sat''a;

c. penyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang
SertiEkasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan; dan

d. penyelenggaraan fungsi l,ain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Sertjtrkasi Kompetensi dan Pengelolaan
Kelembagaan:

a. menyelenggara,kal penglajian program kefa Bidang
Sertifikasi Kompetensi dan Pengelol,aan Kelembagaan;

b. menyelenggara-kan penekajian bahan kebijalan teknis
bidang sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan;

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian teknis bidang sertilikasi Kompetensi dan
pengelol,aan kelembagaan;

d. menyelenggaralan monitoring Bidang Sertifikasi
Kompetensi dan Pengelolaan Kelembaga.an;

e. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan dan rencana
Pengembalgal Kompetensi meliputi pen1rusun€rn bentuk
darr jalur pengembangan Kompetensi;

f. menyelenggarakan sertitrkasi dan uji Kompetensi
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat, kementerian/ Iembaga dan
pemerintah provinsi lain, serta pemerintah daerah
kabupaten/ kota luar Daerah Provinsi;

g. melalsanakan kerja sama pentahelix yang meliputi
akademis, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan
6sdia da larn dan luar negeri dalam rangka pengembangan
Kompetensi bagi ASN dan Non ASN;

h. menyelenggarakan pengelol,aan kmbaga Sertifikasi
Profesi;

i. menyelenggarakan pengembangan Kompetensi bagi tenega
pengembangal Kompetensi;

j. menyelenggarakan persiapan alaeditasi dan standardisasi
mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Malusia

k. menyelenggaralan pengelolaan sumber belajar, meliputi
pengembangan kurikulum, modul, perpustakaan,
laboratorium komputer dan bahasa, *rta mi6o teaching;

l. menyelenggarakan pengelolaal dal pengembangal
teknologi informasi manajemen pengembangan
Kompetensi;

m. menyelenggaralan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pengembangan Kompetensi dan pasca
pengembalgal Kompetensi;
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n. menyelenggarakan pengelolaan dan penyusun an e-janmal
dal media informasi p€ngembangan sumber daya manusia
aparatur;

o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan
mengenai bidalg sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah Prouinsi ;

p. menyelenggarakan pengendalial petraksanaan tugas pokok
dal fungsi Bidang Sertitrkasi Kompetensi dan Pengelol,aan
Kelembagaan;

q. menyelenggara-kan p€nyusunan bahan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan
Kelembagaa,rr dan Tenaga. Pengembangan Kompetensi;

r. menyelenggara,kan evaluasi dan pelaporan Bidang
Sertifikasi Kompetensi da:r Pengelolaan Kelembaga.an;

s. menyelenggara-kan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

Bagian IGenam

Bidaag Pengembangan Kompetensi Teknis lnti
Pasal 7

(l) Bidarg Pengembaagan Kompetensi Teknis Inti mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunja-ng bidang
pendidikal dan pelatihan aspek pengembalga.n aparatur,
meliputi pengembangan Kompetensi Teknis inti urusan
konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan, konkuren
wajib non pelayanan dasar dan urusan peranekat daeral
penunjang urusan bagi pejabat administrasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
rlimak5sd pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis Inti mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajial bahan kebijakan teknis
Bidang Pengembangaa Kompetensi Teknis lnti;

b. penyelenggaraan pengembangan Kompetensi Teknis inti
meliputi urusan konkuren wqiib pelayanan dasar dan
pilihan, konkuren wajib non pelayanan dasar dan
urusan Perangkat Daeral Provinsi penunjang urusan bagi
pejabat adminisEasi;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidaag
Pengembangan Kompetensi Teknis Inti; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Kompetensi Teknis Inti:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang

Pengembangal Kompetensi Teknis Inti;
b. menyelenggarakan pengkajian ballan kebijakan teknis

bidang pengembangan Kompetensi Teknis inti;

/



c. menyelenggara-kan koordinasi, pembinaan, dan
pengendelien teknis bidang pengembangan Kompetensi
Tekrris inti;

d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengelolaan
pengembangal Kompetensi Tekris inti;

e. menyelenggaral<an monitoring pengembangan Kompetensi
Teknis inti;

f. menyelenggarakan evaluasi dan pelapora-n pengembangan
Kompet€nsi Teknis inti;

g. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup bidang pengembangan Kompetensi
Teknis inti;

h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangal pengambilal kebija-kan;

i. menyelenggarakal pengkajian 5slun saran pertimbangan
mengenai bidang pengembangal Kompetensi Teknis inti
sebagai bahan penetapan kebijakan;

j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Bidang pengembangan Kompetensi
Teknis inti; dan

k. menyelenggara-kan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dal fungsinya.

R^gian Ketujuh
Bidalg Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

Pasal 8

( I ) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang
pelaksanaan umsan pemerintalan bidang pendidikan dan
pelatihan, meliputi pengembalmn Kompetensi Teknis umum
Pejabat Adninistrasi, pengembangan Kompetensi piliban
Pejabat Administrasi darr pengembangan Kompetensi Pejabat
Fungsional.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimara
rlimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis
bidang pengembangal Kompetensi Teknis umum;

b, penyelenggaraan pengelol,aal pengembangan Kompetensi
Teknis umum;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporal Bidarrg
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum; dan

d. penyelenggaraan fungsi train sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum:

a. menyelenggarakan penglajian program ke$a Bidang
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;

l4
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Bagian Kedelapan

Bida-ng Pengembangan Kompetensi Manajerial
Pasal Q

(1) Bidang Pengembalgan Kompetensi Manajerial mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang
p6lak5snaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan
pelatihan, aspek pengembangan Kompetensi manajerial,
meliputi pengembangal Kompetensi Pimpinan Daerah,
pengembangan Kompetensi pejabat Pimpinan Tinggi dan
pengembangan Kompetensi kepemimpinal dan Prajabatal.

(2) Dalam menyelenggaralan tugas pokok selagaimpns
dirnaksud pada ayat (1), Bidaag Pengembangan Kompetensi
Manajerial mempunyai ft rngsi:

a. penyelenggaraan penskajian bahaa kebijakan teknis
bidalg pengembalgan Kompetensi manajerial;

b. menyelenggaralan penekajian bahan kebijakal teknis
bidang pengembangal Kompetensi Teknis umum;

c. menyelenggara-kan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian teknis bidang pengembangan Kompetensi
Teknis umum;

d. menyelenggaralan pengembangan Kompetensi Teloris
umum pejabat administrasi, Kompetensi pilihan pejabat
administrasi dan Kompetensi pejabat fungsional;

e. menyelenggarakan tindak lanjut l,aporan hasil
pemeriksaan tingkup Bidang Pengembargan Kompetensi
Teknis Umum;

f. menyelenggarakan koordinasi penyampaian laporan harta
kekayaan pejabat negara di lingkunga-n Pemerintah
Daerah Provinsi;

g. menyelenggara-kan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. menyelenggarakan pengkajian bahan saral pertimbangan
mengenai bidang pengembangan Kompetensi Teknis
umum pejabat administrasi, Kompetensi pilihal pejabat
administrasi dan Kompetensi pejabat fungsional sebagai
bahan perumusan kebijakan;

i. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;

j. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, tekris pilihan dsl1 teknis pejabat
fungsional Daerah Kabupaten/ Kota;

k. menyelenggarakan monitoring evaluasi, flasilitasi
pelaksanaal pengembangan Kompetensi Teknis umum;

l. menyelenggarakan eva-luasi dan pel,aporan Bidang
Penilaian Kineia Aparatur dan Penghargaan;

m. menyelenggarakal tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dal fungsinya.

/
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b. penyelenggaraan pengembalgan Kompetensi malajerial;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pel,aporan Bidang

Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincial tugas Bidang Pengembansan Kompetensi Manajerial:
a. menyelenggarakan pengkajial program kerja Bidang

Pengembangan Kompet€nsi Manajerial;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
bidang pengembangan Kompetensi manajerial;

c. menyelenggaralan koordinasi, pembinaan dan
pengendelien bidang teknis bidang pengembalgan
Kompetensi manajerial;

d. menyelenggarakan pengembangan Kompet€nsi Pimpinan
Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kompetensi
kepemimpinaa dan prajabatan;

e. menyelenggara-kan fasilitasi pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Pejabat Pimpinan Tingg dan
Kompetensi kepe rn irnpinan dan prajabatan;

f. menyelenggara.kan pemmusan rekomendasi pelaksanaan
pengembangan Kompetensi unsur dewan perwakilan,
penyelenggaraan .liklat kepemimpinal dan prajabatan
ASN Daerah Kabupaten/ Kota;

g. menyelenggara-kan tindak lanjut Laporan hasil
pemeriksaan lingkup Bidang Pengembangan Kompetensi
Manajerial;

h. menyelenggarakan telaahan sta,f sebagai bahan
pertimbangal pengambilal kebijakan;

i. menyelenggarakan penyampaian bahan saran
pertimbangan mengenai bidalg pengembangan
Kompetensi manajerial sebagai ballan penetapan
kebiiakan;

j. menyelenggarakan psleksanaan tugas pokok dan fungsi
Bidang Mutasi dan Promosi;

k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Mutasi
dan Promosi; dan

L menyelenggarakal tugas lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagiaa Kesembilaa

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1O

(1) Kelompok Jabatan Fungsional msmpunyai tugas
melaksanalan sebagian tugas Bada-n sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabata-n Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangarr.
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(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
beban ke{a.

(5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional,
diselenggara-kal oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan
penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji
berkala, serta pendidikan dan pelatihal.

(7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan
kepada Kepala Badaa, Kepala Bidang terkait dan Sehetaris
Badan, melalui Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kesepuluh

Tata Keda

Pasal I 1

(1) Dalam 6slak561akan tugas pokok dal fungsinya, KepaJa
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing-rne3ing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai
dengan tugas pokok.

(2) Pejabat strukfi.ua-l di lingkungan Badan melak rken sisbm
pengenda lian intern sesuai ketentuan,

(3) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan
ketentuan delam hal terjadi penyimpangan harus meng:rmbil
largkah-langkah yang diperlukal sesuai dengerr ketentuan
peratumn perundang-undangan.

(a) Kepafa Badal bertanggung jawab Dls"nimpin darr
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bag pelqksanaar tugas
bawahannya.

(5) Kepala Badan wajib mengikuti dan memetuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan
berkala secara telEt walftu.

(6) Setlap laporan yang diterima oleh Kepa.Ia Badan, Seketaris
Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dari
bawahaanya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penlrusunan laporan lebih lanjut.

(7) Dalam meleksanakan tuga.s, Kepa]a Badan dan unit
organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala
dalam ralgka pemberian bimbingan kepada bawahan.

r
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(8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit
organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi
dengan unit keg'a sesuai dengan kebutuhan.

(9) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, diwakilkan kepada
Selcetaris Badan.

(10) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka diwakilkan
kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2O2l tentangTugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
'l( tteqrbtt N22

AE,ARAT,q

DWAN KAMIL

I

(

Diundangkan di Bandung
pada 15 lccabcr 20 22

AERAH PROVIN
BARAT,

ANGSAATMAJA

#v

ER

BE RAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ?()'^ NOMOR 140

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

O




